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PERATURAN DAERAH KABUFATEN DAIRI

NOMOR # TAHUN 2008

TE NTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT

Meninibang

Mengingat:

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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U ndang~-U

BUPATI DAIRI,

bahwa untuk meningkatian kinerp dan  pelayanan

perizan kan  maka  Pemerintah Daerah  pertu moers
pen vertaan modal daerah pada PT. Bank Sumut;

bahwa sesual ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Ren ver
Dalamy Maegeri Nomer 13 Tahun 7006 tentang  Podontan

Penvelolaan Keangan U aean, penambah an penvertuan naodad
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nembentuk Peraturan Dwraly enng y Penambalian Penveriaan

Maodtal Dacrea pada PT. Banik Sunut.

Undang-Undang Nomor & Tabon 1962 teniang Perusabaat
!
i<

Daerah, (lembaran Negara FPepublik Indonesia Tahun 1962
(P &
Nomor 10; Tambahan i.ombaeran Negara Nomor 3037);

Undang-Undan g Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Dae ah Tinghat 1T Dairi, {Lembaran Noegara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2689);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
’\Il‘n 47, Tambahan Lemben: Negara Nomor 4286);

‘ndang Nomor 1 ahun 2004 tentang Perh 'ndnit:m'ann
sablik Inderesa Rlupsn  REOREE

Negara (Lembaran Nogan Rops
Neowsor 5, Yamibahar Lembe an Negara Nomoer 43335
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. Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan lLembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dwngan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4348) sebagamana tclah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemecrintahan
Daerah (Lembaran Negare. Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan Lemibaran Negara Nomor 4848);

Undang-Undang Nomwor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan FPemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tamb ahen Lentbaran Negrara Nomor 44338);

Undang-U ndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
NModa:  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahupn 2007
Nomer 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perscroan
Terbatas (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756

Peratuiran  Flemerintal Nomor 58  Tahun 2005,  tentang
Peng-elolasn Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
donesia Nomor (4 Tahus 2003, Tambahan Learbaran Negara

Nivmor 45

Hepublik Indenesia Tahun 2005

an Lembaran Negara Nomor 4593);

2 Pemerintah Nomor ¢ Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik  Negara/Daerah  {[ambahan
Lembaran Negara Republii. hdonesia Tahun 2006 Nomor 20
Tambahan Lembaran Negera Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Noimor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang

Tata Cara Pembinaan darc Pengawasan Perusahaan Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Talun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan

Kevangan Daeraly; G
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Piedomian LeRns Pengeniaan tirang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2003 tentang Penerimaan Daerah dari Penyertaan Modal,
Deposito dan Bentuk Investasi lainnya (Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor
1);

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembang unan Daerah Sumatera Utara Dari Perusahaan Dacrah
Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah an Wajib dan Pilihan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daeralh Kabupaten Dairi (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomer 02, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 125); -

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor __Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupvaten Dairi Tahun 2008 Nomor _, Tambahan

Lembaran Daerah Katwpaten Dairi Nomor __);

19. Peratuiiran Daerah Kabupaten Dairi Nomor _ - Tahun 2008
tentang Pongelolaan Baranz Milik Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor __, Tambahan Lembaian

Daerah Nomor _);

‘agan persetujian persama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

| Menetapkan :

dan
BURATI BAIRI
MEMUTUS K AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAIMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalani Peraturan Daerah inj, rang dimaksud dengram:

1. Daerah adalah Kabufwaten Dairi;

2. Bupati adalah Bupati Dairi;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintal an Daerah;

(U}
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4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Dairi;

i

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjumya disebut SKPD adalah
Peran gkat Daerah di lingkungan Pemierintah Kabupaten Dairi selaku pengguna
anggaran;

Badan Uisaha Milik Daerah, yang selanjubiya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Daivi;

X

8. Kekavaan atau aset Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang
memiliki nilai, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
vang dapat dijadikap milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut;

9. Penycrtaan Modal adalah Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk
saham untuk tujuan memperoleh keuntungaii atau deviden;

10. Penambahan Penyertaan Modai. Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana
Pemerintah Kebupaten Dairi pada DT, Bank Sumut dalam bentuk [Investasi,
sahan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemerintah - O'aerahy menwerikan  Penambaban  Penyertaan Modal Dacrah

kepada PI. Bank Sumut;

(2) Maksud Penambahan Penvertaan Modal Dacvah sebagaimana pada avat (1)
adalab untak meningkatken kinesfa PT Banl. Suawt;

Penambabran Femvertaan Modal Daerah sebagaimana pada ayat (1) bertujuan

Byl

untuk:

BAB !l
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

B

Penvertaan Modal Daerah pade PT Bank Sumut dalam bentuk Saham.

asal 3

Pasal 4
Pen vertaan NModal daerah sebagaimana dintaksud dalany Pasal 3 bersumber dari
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah (A.PBD)

BAB IV

PENAIMIBAHAN PENYERTAAIN MODAL DAERAH
Bagian Pertarna
Nilai Penyertaan Modal Daerah
Pasal 5
4

Sejak berdirinya PT. Bank Sugut terhitung muiai ranggal 4 Nopember 1961 sampai
dengan 03 Juli 2008, Nilai Penyertaan Modal Daerahsebanyak 379.122 (tiga ratus
tujub puluh sembilan ribu seratus dua pulich dua) lembar sahany senilai Rp.
3.791.220.000.- (dga miliar fujuh ratus sembilan pulub satu juta dua ratus dua pulub

ribu rupiah)



Bagian Kedua
Penambahan Penyert.aan Modal
Pasal 6

(1) Penambiahan Penvertaan Nodal Daerah pada PT Bank Sumut berasal darvi:
5 % (lima per seratus) dari penerimoan daerah yang berasal dari dana
hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan tabun vang laiy;

b. Deviden vang diinvestasikan kembali menjadi sahany;

¢ Jasa giro dari rekening Pemerintah Daervah.

a.

(2} Penambahan  Penvertaan Modal - sebagaimana  dimaksud  pada ayval
diangg-arkan setiap tahan anggaran berjalan:
(3) Penambahan  Penvertaan Modal  sebagaimana dimaksud - pada ayat
ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.
BAB V
PENERIMAAN DAERAH
Pasal 7
g 3 <. ; g
(1) Penerimaan Daeralh yang bersumber dari PT. Bank Sumut atas Penyert
Nodal Daerah berupa Doaviden:
2} Penerinaan Daerali sebagaimana dimks & pada avat (1) ditetapkan dal
APBL dag Penjabaran APBD Tahun Anggaan Berjalan;
(3) Penerimaan Dlaaah sebogaimana dimesuid peda ayat (1) disetor ke reken

Kas umuim daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal §
(1) Pengelolaan penvertaan medal daerah sebagaimana dimaksud dalani Pasal
dilakukan olely Pejnbot Puagelols Kouangan Daerah selaku Bendahara Umu

Daerah atau dengan sebutar
(2) Pelaporan atas pengelolaan  penyertaan maodal daerah dis ampaikan kepac
Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Xoordinator Pengelolaan Keuange
Daaralu:
3) Pejabat Fenvrelola Keuangan Daerah sebacaiman a dimaksud pada ayat (1) da
J 5 5 & !
ditetapkan :dengan Keputuszo Bupati.
o I l’
BAB VIl
PENGAWASAN
Pasal 9
Pengawasan atas pelaksaraan. pengelolaan penyertaan modal daerah s ebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai poranran dan perundang-undangar
vang berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum .hatur dalam Peraturar. Daerah ini, sepanjang moengienai
pelaksanaanva ditetapikan lebdh lamjut dengan Peraturan  Bupati atau Keputusan

Bupati:
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Pasai 11
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundan gkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini denrgan pencipatannya dalany iembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal R4 —¢¢ — 2008

BUPATI DAIR]

MP TUMANGGOR

Diundangkan dii Sidikalang
o O
pada tanggal ’2‘54—/0 - 2008.

tele )

SEKRETARIS DAR ALY KABU IPATEN D24 IRI,

A

ENJ S MARBUN

\

A F iABPAL RN DAL TASUN 2008 NOMOR_ ..................

LEMBARAN RER
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR // TAHUN 2008

TENTANG PENAMBAHAN PENYERTA.AN MODAL DAERAH PADA PT. BAN
SUMUT

UMUM

Pendahuluan

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah  pengalihan  k epemilik
kekayaan atau aset Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daer
vang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah ps
PT. Bank Sumut.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimfina telah diub
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007, bah
pelaksanaan Penyertaan modal  Pemerintah  Daerah  harus  dilak uk
berdasarkan Peratuian Daerah,

Bahwa sebaga: acuan dalamn pelak sanaan Penvertaan Moded dan Kerjasa:
Pemierintah Daerah perlu diztur prossdur dan atacara Penvertaan Moedal 4
Kerjasama Pemerintah Daerah dalam suatu Reraturan.

Tujuan dilakukannyz Penyeartaan Modal Pamerintah:

Penyertaan Modal Pemeriizah Daerah dilak ukan dalam rangka oscndis
ngkatar kineria Tadan Usaha Milik Dasrah  at

UL B e TR [ [P o
pengembangan, dan pon

Baclan Huk um lainnys vang dimiliki Daerah.
Pertimbangan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah:

penganggaran diperuntukkan bagt Badan Usaha Milik Daerah atau Bad
Huk um lammnva yang dimilikt Daerah dalam rangka penugasan pemerin:
den gan pertimbangan Modal/Kek avaan Dacrab tersebut akan lebih opur
leh Badign Usaha Milik Dieraly ateu Badan Hukum [aimn

Penyertaan MNodal Dacialy yeng darl awal pengadaannya sesual dolarm

et ke
warg demibky Daera b baik varg sudak ada maupun yvang akan dibentuk
ckavaan/ase: Daerals vang dapat dilakukar: Penyertaan Modal Pemerintale

1. mah dan/atau lungunan vang berada pada Pengelola Barang;

2. tanah danjatau bangucan yang dari awal pengadaannya direncanak:
unrux dmsertaxan sebagan modad pemerinzah deerah sesual yang tercaritu
dalrm Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah; serta

3. selam tanah dan fwau bangunan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal (1)
Cukup jelas
Pasal (2)
Cukup jelas
Pasal (3}
Cukup jeias
Pasal {4}

Yang dimaksii.d deng-an dana yang borsumber dari APBD adalah dan:
yang dari awal penganggerannya telah ditampung dalam APBD.
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Pasal (3)

Cukup jelas
Pasal (0)

Cuk up Jelas
Pasal (7)

Cukup jelas
Pasal (8)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penatausahaan
administrasi proses pencairan dari PPKD kepada PT. Bank
Sumut

Avat (2)
Cuk up Jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal (9}
Cukup jelas
Pasa: (10}
Cukup jelas
Pasal (11}

Cukup jelas

TAMBAHAN LEIMBARAN DAERAH NOMOR /22



